
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Analisis kedudukan PKP2B berdasarkan perubahan ketentuan mengenai
kontrak pertambangan menurut UU No. 11 tahun 1967 tentang
ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No. 4 tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batubara = Analysis coal mining
agreement position based on amandement of provisions on mining
contracts according to law number 11 of 1967 regarding principal
provisions of mining and law number 4 of 2009 regarding mineral and
coal mining
Maulida Ningtari, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367690&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Skripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian

menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang

pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan

sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk

menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 badan legislatif mengundangkan UU No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan

sistem pengusahaan pertambangan batubara dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan sebagai

instrumennya. Fokus permasalahan dalam skripsi ini ialah kedudukan dari Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara yang wajib untuk disesuaikan dengan sistem pertambangan sebagaimana diatur

dalam UU No. 4 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data

studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang

bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan syarat sah suatu perjanjian pasal

1320 KUHPerdata dan asas-asas umum perjanjian, PKP2B merupakan suatu perjanjian yang dapat

dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan pasal peraturan peralihan UU No. 4 Tahun

2009.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

This thesis discusses the changes in regulation of the mining system which then give rise to biased

interpretations. Mining exploitation, especially in the field of coal mining in Indonesia is done by a private

contractor and the Government of Indonesia with the concession system based on an Coal Mining agreement

(PKP2B). To carry out the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 the legislature enacted the Law

Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining. In the legislation introduced coal mining system by

using the Mining Permit as an instrument. The problem of this thesis is the position of Coal Mining

Agreement which is obligated to conform with the mining system as stipulated in Law Number 4 of 2009.

This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used

qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that based on

the terms of a valid treaty article 1320 of the Civil Code and the general principles of the agreement, PKP2B

as an agreement can be declared null and void, because it has violated the provisions of transition on the

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367690&lokasi=lokal


Law Number 4 of 2009.</i>


